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ABSTRAK 
Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk 

mengetahui bagaimana perlindungan hukum cagar 

budaya menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2010 Tentang Cagar Budaya dan bagaimana 

pelestarian cagar budaya menurut Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, yang 

dengan metode penelitian yuridis normatif 

disimpulkan: 1. Faktor-faktor penyebab terjadinya 

kerusakan dan kemusnahan benda cagar budaya 

adalah faktor alam dan faktor manusia. Faktor alam 

yaitu pelapukan. Faktor manusia yaitu berupa 

goresan benda tajam dan corat-coret, tidak terurus 

karena ditinggal pemiliknya, pemugaran tanpa izin 

pemerintah, penjualan cagar budaya tanpa izin 

pemerintah, dan pembongkaran cagar budaya 

dijadikan bangunan baru. 2. Kendala-kendala dalam 

perlindungan cagar budaya adalah masih adanya 

benda/bangunan yang belum mendapatkan 

penetapan hukum sebagai cagar budaya, faktor 

ekonomi dari pemilik benda cagar budaya, 

peraturan yang kurang memadai, dan berjejalnya 

pemukiman penduduk. 

Kata Kunci: Perlindungan Cagar Budaya; 

Perlindungan Hukum.  

 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
 Menurut Penjelasan Atas Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya. 
Berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 itu, pemerintah 
mempunyai kewajiban melaksanakan kebijakan 
untuk memajukan kebudayaan secara utuh untuk 
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sehubungan 
dengan itu, seluruh hasil karya bangsa Indonesia, 
baik pada masa lalu, masa kini, maupun yang akan 
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datang, perlu dimanfaatkan sebagai modal 
pembangunan. Sebagai karya warisan budaya masa 
lalu, Cagar Budaya menjadi penting perannya untuk 
dipertahankan keberadaannya. 
 Perlunya  pelestarian dan  perlindungan  
atas  cagar  budaya  di Indonesia,  bukan karena 
tiada sebab. Ribuan benda dan situs cagar budaya 
yang tersebar di darat dan  dasar laut belum 
terpelihara. Dari 66.513 cagar budaya, yang terdiri 
atas 54.398 cagar budaya bergerak dan  12.115 
cagar budaya tidak bergerak yang tersebar di 
seluruh pelosok tanah air baru 1895 yang 
dipelihara. Adapun jumlah juru peliharanya hanya 
2.988 orang.5 

Pengaturan yang mengatur mengenai cagar 
budaya bergerak dapat dilihat pada Undang-Undang 
No. 11 Tahun 2010, tentang Cabar Budaya di dalam 
Pasal 6 benda cagar budaya dapat berupa :  

a. Benda alam dan/atau benda buatan 
manusia yang dimanfaatkan oleh manusia, 
serta sisa-sisa biota yang dapat 
dihubungkan dengan kegiatan manusia 
dan/atau dapat dihubungkan dengan 
sejarah manusia; 

b. Bersifat bergerak atau tidak bergerak; 
c. Merupakan kesatuan atau kelompok 

Pasal 18 ayat (1) menyatakan : Benda cagar 
budaya, bangunan cagar budaya, dan/atau struktur 
cagar budaya bergerak yang dimiliki pemerintah, 
Pemerintah Daerah, dan/atau setiap orang dapat 
disimpan dan/atau dirawat di museum. 
 Upaya perlindungan cagar budaya dapat 
juga ditempuh melalui politik hukum, Politik hukum 
adalah suatu upaya yang dilaksanakan dengan cara-
cara administrasi negara yang mencakup kegiatan 
legislasi dan regulasi untuk menciptakan perangkat 
undang-undang dan peraturan-peraturan yang 
sesuai dengan, serta memperkuat konstitusi. Politik 
hukum perlindungan cagar budaya yang berlaku 
pada kurun waktu tertentu di Indonesia 
menyebabkan pengaruh yang berbeda-beda 
terhadap kesejahteraan sosial yang dicita-citakan. 
Cagar budaya memiliki nilai penting bagi sejarah, 
ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan 
kebudayaan yang dapat dimanfaatkan untuk 
mewujudkan kesejahteraan. Perhatian terhadap 
cagar budaya dirasa masih kurang karena masih 
banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan, 
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seperti pendirian bangunan di kawasan cagar 
budaya, penjarahan, dan aksi vandalisme.6 
 Cagar budaya merupakan kekayaan budaya 
bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku 
kehidupan manusia yang penting artinya bagi 
pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu 
pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga 
perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui 
upaya pelindungan, pengembangan, dan 
pemanfaatan dalam rangka memajukan 
kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya 
kemakmuran rakyat.7 
 Untuk melestarikan cagar budaya, negara 
bertanggung jawab dalam pengaturan pelindungan, 
pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya. 
Cagar budaya berupa benda, bangunan, struktur, 
situs, dan kawasan perlu dikelola oleh pemerintah 
dan pemerintah daerah dengan meningkatkan 
peran serta masyarakat untuk melindungi, 
mengembangkan, dan memanfaatkan cagar 
budaya. Mengingat adanya perubahan paradigma 
pelestarian cagar budaya, diperlukan keseimbangan 
aspek ideologis, akademis, ekologis, dan ekonomis 
guna meningkatkan kesejahteraan rakyat.8 
 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 
5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya telah 
berhasil disempurnakan dengan Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Di 
dalam undang-undang ini terdapat banyak hal yang 
baru dan berbeda dengan undang-undang lama, 
baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. 
Secara filosofis, tidak hanya terbatas pada benda 
tetapi juga meliputi bangunan, struktur, situs, dan 
kawasan cagar budaya yang di darat dan/atau di air. 
Satuan atau gugusan cagar budaya itu perlu 
dilestarikan karena memiliki nilai penting bagi 
sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, 
dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan. 
Secara sosiologis, undang-undang ini mencakup 
kepemilikan, penguasaan, pengalihan, kompensasi, 
dan insentif. Secara yuridis, undang-undang ini 
mengatur hal-hal yang terkait dengan pelestarian 
yang meliputi perlindungan, pengembangan, dan 
pemanfaatan. Di dalamnya juga tercantum tugas 
dan wewenang para pemangku kepentingan serta 
ketentuan pidana.9 
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 Berdasarkan data yang dihimpun dari 
Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan 
Permuseuman Tahun 2013, dapat diketahui, bahwa 
jumlah Cagar Budaya di Indonesia mencapai 
angka  66.513 Cagar Budaya,  yang terdiri 
atas 54.398 Cagar Budaya Bergerak dan 12.115 
Cagar Budaya Tidak Bergerak, yang tersebar di 
seluruh pelosok tanah air. Dari jumlah tersebut, 
sudah dipelihara sebanyak 1.895 Cagar Budaya, 
dengan 2.988 juru pelihara. Yang telah dipugar 
berjumlah 643 Cagar Budaya, 146 Cagar Budaya 
telah dikonservasi, dan 983 Cagar Budaya telah 
ditetapkan oleh Menteri . Untuk dapat disebut 
sebagai Cagar Budaya, ada beberapa tahap yang 
harus dilalui, yaitu: tahap pendaftaran, pengkajian, 
penetapan, pencatatan, pemeringkatan, 
penghapusan, penyelamatan, pengamanan, zonasi, 
pemeliharaan, pemugaran, penelitian, revitalisasi, 
adaptasi dan pemanfaatan.10 
 Guna mencegah benda-benda bersejarah 
itu dari kerusakan, Negara perlu menyiapkan 
aturan-aturan hukum yang memadai. 
Persoalan  hukum yang sering terjadi di Indonesia 
yang terkait dengan sejarah peradaban dan 
kebudayaan kuno adalah  tentang Cagar Budaya, 
khususnya mengenai hukum kepemilikan atas 
penemuan aset. Dengan latar belakang itu, 
Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang 
(UU) No. 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, 
yang menggantikan  UU sebelumnya, UU No. 5 
Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya, yang 
sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan, 
tuntutan dan kebutuhan hukum dalam masyarakat. 
Tujuan Pemerintah mengeluarkan UU tersebut 
adalah untuk melestarikan Cagar Budaya dan 
membuat Negara serta-merta bertanggung jawab 
dalam hal perlindungan, pengembangan, dan 
pemanfaatan Cagar Budaya.  Dengan diaturnya hal 
ini di dalam peraturan perundang-undangan yang 
memiliki daya ikat yang kuat, diharapkan 
keseimbangan aspek ideologis, akademis, ekologis, 
dan ekonomis dapat tercipta, guna meningkatkan 
kesejahteraan rakyat di sekitar Cagar Budaya.11 
 Dalam hukum nasional perlindungan dan 
pengelolaan cagar budaya di Indonesia dilandasi 
oleh Peraturan Perundang-undangan yaitu Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar 
Budaya(UU Cagar Budaya), Peraturan Pemerintah 
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Nomor 19 Tahun 1995 tentang Pemeliharaan dan 
Pemanfaatan Benda Cagar Budaya di Museum, dan 
Peraturan Mentri Kebudayaan dan Pariwisata 
Nomor 45 Tahun 2009 tentang Pedoman 
Permuseuman.12 
 UU Cagar Budaya merupakan tonggak 
perubahan arah kebijakan pengelolaan cagar 
budaya ke arah perlindungan, pengembangan dan 
pemanfaatan. UU Cagar Budaya mempunyai 
orientasi managemen pengelolaan cagar budaya 
yang bersifat partisipatif, karena pemerintah pusat 
tidak mengambil peran sebagai penanggungjawap 
tunggal dalam sistem pengelolaan managemen 
cagar budaya, namun melibatkan para stakeholders 
(pemangku kepentingan) yang terdiri dari 
masyarakat, akademisi, NGO, pihak swasta dan 
pemerintah daerah.13 
 Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
mengamanatkan bahwa “negara memajukan 
kebudayaan nasional Indonesia di tengah 
peradaban dunia dengan menjamin kebebasan 
masyarakat dalam memelihara dan 
mengembangkan nilai-nilai budayanya” sehingga 
kebudayaan Indonesia perlu dihayati oleh seluruh 
warga negara. Oleh karena itu, kebudayaan 
Indonesia yang mencerminkan nilai-nilai luhur 
bangsa harus dilestarikan guna memperkukuh jati 
diri bangsa, mempertinggi harkat dan martabat 
bangsa, serta memperkuat ikatan rasa kesatuan dan 
persatuan bagi terwujudnya cita-cita bangsa pada 
masa depan.14 
 Kebudayaan Indonesia yang memiliki nilai-
nilai luhur harus dilestarikan guna memperkuat 
pengamalan Pancasila, meningkatkan kualitas 
hidup, memperkuat kepribadian bangsa dan 
kebanggaan nasional, memperkukuh persatuan 
bangsa, serta meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat sebagai arah kehidupan bangsa. 
Warisan budaya bendawi (tangible) dan bukan 
bendawi (intangible) yang bersifat nilai-nilai 
merupakan bagian integral dari kebudayaan secara 
menyeluruh. Pengaturan Undang-Undang ini 
menekankan Cagar Budaya yang bersifat 
kebendaan. Walaupun demikian, juga mencakup 
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nilai-nilai penting bagi umat manusia, seperti 
sejarah, estetika, ilmu pengetahuan, etnologi, dan 
keunikan yang terwujud dalam bentuk Cagar 
Budaya.15 
 Tidak semua warisan budaya ketika 
ditemukan sudah tidak lagi berfungsi dalam 
kehidupan masyarakat pendukungnya (living 
society). Terbukti cukup banyak yang digunakan di 
dalam peran baru atau tetap seperti semula. Oleh 
karena itu, diperlukan pengaturan yang jelas 
mengenai pemanfaatan Cagar Budaya yang sifatnya 
sebagai monumen mati (dead monument) dan yang 
sifatnya sebagai monumen hidup (living 
monument). Dalam rangka menjaga Cagar Budaya 
dari ancaman pembangunan fisik, baik di wilayah 
perkotaan, pedesaan, maupun yang berada di 
lingkungan air, diperlukan kebijakan yang tegas dari 
Pemerintah untuk menjamin eksistensinya.  
 Ketika ditemukan, pada umumnya warisan 
budaya sudah tidak berfungsi dalam kehidupan 
masyarakat (dead monument). Namun, ada pula 
warisan budaya yang masih berfungsi seperti 
semula (living monument). Oleh karena itu, 
diperlukan pengaturan yang jelas mengenai 
pemanfaatan kedua jenis Cagar Budaya tersebut, 
terutama pengaturan mengenai pemanfaatan 
monumen mati yang diberi fungsi baru sesuai 
dengan kebutuhan masa kini. Selain itu, pengaturan 
mengenai pemanfaatan monumen hidup juga harus 
memperhatikan aturan hukum adat dan norma 
sosial yang berlaku di dalam masyarakat 
pendukungnya.  
 Cagar Budaya sebagai sumber daya budaya 
memiliki sifat rapuh, unik, langka, terbatas, dan 
tidak terbarui. Dalam rangka menjaga Cagar Budaya 
dari ancaman pembangunan fisik, baik di wilayah 
perkotaan, pedesaan, maupun yang berada di 
lingkungan air, diperlukan pengaturan untuk 
menjamin eksistensinya. Oleh karena itu, upaya 
pelestariannya mencakup tujuan untuk melindungi, 
mengembangkan, dan memanfaatkannya. Hal itu 
berarti bahwa upaya pelestarian perlu 
memperhatikan keseimbangan antara kepentingan 
akademis, ideologis, dan ekonomis.16 
 Diperlukan upaya perlindungan hukum 
cagar budaya sebagai bagian dari upaya untuk 
melestarikan cagar budaya yang merupakan 
kekayaan budaya bangsa Indonesia. Oleh karena itu 

                                                           
15

 Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 
Tentang Cagar Budaya. 
16

 Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 
Tentang Cagar Budaya. 

mailto:ekamartianawulansari@yahoo.co.id


 

 

penting artinya bagi upaya negara bertanggung 
jawab dalam pengaturan pelindungan, 
pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya. 
Cagar budaya perlu dikelola oleh pemerintah dan 
pemerintah daerah dengan meningkatkan peran 
serta masyarakat untuk melindungi, 
mengembangkan, dan memanfaatkan cagar 
budaya. Diperlukan upaya perlindungan, cagar 
budaya untuk memajukan kebudayaan nasional. 
 
B. Rumusan Masalah 
1. Bagaimanakah perlindungan hukum cagar 

budaya menurut Undang-Undang Nomor 11 
Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya ? 

2. Bagaimanakah pelestarian cagar budaya 
menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 
Tentang Cagar Budaya ? 

C. Metode Penelitian 
 Metode penelitian hukum normatif yang 
digunakan dalam penulisan ini ditunjang oleh 
bahan-bahan hukum yang dikumpulkan melalui 
studi kepustakaan  

PEMBAHASAN 
A. Perlindungan Hukum Cagar Budaya  
 Cagar budaya merupakan kekayaan budaya 
bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku 
kehidupan manusia yang penting artinya bagi 
pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu 
pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga 
perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui 
upaya pelindungan, pengembangan, dan 
pemanfaatan dalam rangka memajukan 
kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya 
kemakmuran rakyat.17 
 Untuk melestarikan cagar budaya, negara 
bertanggung jawab dalam pengaturan pelindungan, 
pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya. 
Cagar budaya berupa benda, bangunan, struktur, 
situs, dan kawasan perlu dikelola oleh pemerintah 
dan pemerintah daerah dengan meningkatkan 
peran serta masyarakat untuk melindungi, 
mengembangkan, dan memanfaatkan cagar 
budaya. Mengingat adanya perubahan paradigma 
pelestarian cagar budaya, diperlukan keseimbangan 
aspek ideologis, akademis, ekologis, dan ekonomis 
guna meningkatkan kesejahteraan rakyat.18  
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 Cagar budaya sangat penting demi 
memupuk kesadaran jati diri bangsa dan 
mempertinggi harkat dan martabat bangsa, serta 
memperkuat ikatan rasa kesatuan dan persatuan 
bagi terwujudnya cita-cita bangsa di masa depan, 
sehingga perlu dilestarikan dan dilindungi untuk 
kepentingan nasional. 
 Ada 2 (dua) macam perlindungan yang 
diperlukan bagi cagar budaya, antara lain: Pertama 
adalah perlindungan terhadap kepunahan atau 
kerusakan, dan Kedua adalah perlindungan hukum. 
Perlindungan yang pertama memberikan upaya 
agar transmisi budaya dari generasi ke generasi 
berjalan mulus tanpa ada peninggalan-peninggalan 
yang hilang. Perlindungan yang kedua adalah 
perlindungan yang akan mengakomodasi terhadap 
perlindungan yang pertama. Perlindungan hukum 
ini didasarkan pada aturan-aturan atau norma-
norma hukum, terutama yang tercantum dalam 
peraturan perundang-undangan.191 Dengan adanya 
peraturan perundang-undangan akan memberikan 
kepastian hukum dan arah tindakan yang tepat 
tentang hal-hal apa dan bagaimana yang harus 
dilakukan dalam menangani dan menyelesaikan 
berbagai persoalan yang ditemui secara konkret di 
lapangan.20 
 Cagar budaya yang tersebar di Indonesia 
sudah banyak tercatat, namun kurang terlindungi. 
Selama ini, kejahatan terhadap cagar budaya yaitu 
pengrusakan, penjarahan, dan penelantaran 
dianggap hanya berkaitan dengan masa silam. 
Padahal dampaknya besar terhadap masa depan. 
Kejahatan tersebut tidak hanya melenyapkan 
ingatan tentang masa lalu, tetapi juga menjarah 
pijakan generasi masa depan mengenai 
pemahaman identitas bangsa.21  
 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 
Tentang Cagar Budaya. Pelindungan Pasal 56. Setiap 
orang dapat berperan serta melakukan Pelindungan 
Cagar Budaya. Penyelamatan Pasal 57. Setiap orang 
berhak melakukan Penyelamatan Cagar Budaya 
yang dimiliki atau yang dikuasainya dalam keadaan 
darurat atau yang memaksa untuk dilakukan 
tindakan penyelamatan.  
 Pasal 58 ayat: 
(1) Penyelamatan Cagar Budaya dilakukan untuk:  
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a. mencegah kerusakan karena faktor manusia 
dan/atau alam yang mengakibatkan 
berubahnya keaslian dan nilai-nilai yang 
menyertainya; dan  

b. mencegah pemindahan dan beralihnya 
pemilikan dan/atau penguasaan Cagar 
Budaya yang bertentangan dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan.  

(2) Penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf a dilakukan dalam keadaan darurat 
dan keadaan biasa.  

 Pasal 59 ayat: 
(1) Cagar Budaya yang terancam rusak, hancur, 

atau musnah dapat dipindahkan ke tempat lain 
yang aman.  

(2) Pemindahan Cagar Budaya sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata 
cara yang menjamin keutuhan dan 
keselamatannya di bawah koodinasi Tenaga Ahli 
Pelestarian.  

(3) Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau setiap 
orang yang melakukan Penyelamatan wajib 
menjaga dan merawat Cagar Budaya dari 
pencurian, pelapukan, atau kerusakan baru. 

 Pasal 60. Ketentuan lebih lanjut mengenai 
Penyelamatan Cagar Budaya diatur dalam Peraturan 
Pemerintah. 
 Kewenangan yang diberikan kepada 
Pemerintah Daerah adalah untuk memperlambat 
hilangnya warisan budaya dari wilayah Indonesia. 
Presepsi bahwa cagar budaya memiliki nilai 
ekonomi yang menguntungkan apabila diperjual 
belikan, secara bertahap dapat digantikan dengan 
pemanfaatan bersifat berkelanjutan (sustainable) 
agar dapat dinikmati kehadirannya oleh generasi 
mendatang. Peran Pemerintah Daerah menjadi 
tantangan yang patut dipertimbangkan untuk 
mencapai maksud ini. Hanya melalui pendekatan 
pelestarian yang bersifat menyeluruh (holistik) 
harapan masyarakat yang dirumuskan menjadi 
undang-undang ini dapat direalisasikan oleh semua 
pemangku kepentingan. Masyarakat daerah mampu 
menjadi    garda terdepan menjaga kekayaan 
budaya miliknya sebagai kekayaan   bangsa yang 
dibanggakan oleh generasi mendatang. 

Pengaturan cagar budaya dapat ditarik   
dasar hukumnya pada Pasal 32 ayat (1) Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 yang mengamanatkan bahwa: “Negara 
memajukan kebudayaan nasional Indonesia di 
tengah peradaban dunia dengan menjamin 

kebebasan masyarakat dalam memelihara dan 
mengembangkan nilai-nilai budayanya”.22 
 Kutipan ini memiliki beberapa unsur yang 
penting sebagai pedoman kehidupan bernegara. 
Pertama, adalah pengertian tentang kebudayaan 
nasional, yaitu kebudayaan yang hidup dan dianut 
oleh penduduk Indonesia; Kedua, menempatkan 
kebudayaan itu dalam konstelasi peradaban 
manusia di dunia; dan Ketiga, negara menjamin 
kebebasan penduduknya untuk memelihara dan 
mengembangkan kebudayaan miliknya.23 
 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 
Tentang Cagar Budaya. Pasal 61 ayat: 
(1) Pengamanan dilakukan untuk menjaga dan 

mencegah Cagar Budaya agar tidak hilang, 
rusak, hancur, atau musnah.  

(2) Pengamanan Cagar Budaya merupakan 
kewajiban pemilik dan/atau yang 
menguasainya. 

 Pasal 62 ayat: 
(1) Pengamanan Cagar Budaya sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 61 dapat dilakukan oleh 
juru pelihara dan/atau polisi khusus.  

(2) Polisi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) berwenang:  
a. melakukan patroli di dalam Kawasan Cagar 

Budaya sesuai dengan wilayah hukumnya;  
b. memeriksa surat atau dokumen yang 

berkaitan dengan pengembangan dan 
pemanfaatan Cagar Budaya;  

c. menerima dan membuat laporan tentang 
telah terjadinya tindak pidana terkait dengan 
Cagar Budaya serta meneruskannya kepada 
instansi yang berwenang di bidang 
kebudayaan, Kepolisian Negara Republik 
Indonesia, atau instansi terkait; dan  

d. menangkap tersangka untuk diserahkan 
kepada Kepolisian Negara Republik 
Indonesia. 

 Pasal 63. Masyarakat dapat berperan serta 
melakukan Pengamanan Cagar Budaya. Pasal 64. 
Pengamanan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 61 dan Pasal 62 harus memperhatikan 
pemanfaatannya bagi kepentingan sosial, 
pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, 
agama, kebudayaan, dan/atau pariwisata. Pasal 65. 
Pengamanan Cagar Budaya dapat dilakukan dengan 
memberi pelindung, menyimpan, dan/atau 
menempatkannya pada tempat yang terhindar dari 
gangguan alam dan manusia.  
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 Pasal 66 ayat: 
(1) Setiap orang dilarang merusak Cagar Budaya, 

baik seluruh maupun bagian-bagiannya, dari 
kesatuan, kelompok, dan/atau dari letak asal.  

(2) Setiap orang dilarang mencuri Cagar Budaya, 
baik seluruh maupun bagian-bagiannya, dari 
kesatuan, kelompok, dan/atau dari letak asal. 

 Pasal 67 ayat: 
(1) Setiap orang dilarang memindahkan Cagar 

Budaya peringkat nasional, peringkat provinsi, 
atau peringkat kabupaten/kota, baik seluruh 
maupun bagian-bagiannya, kecuali dengan izin 
Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai 
dengan tingkatannya. 

(2) Setiap orang dilarang memisahkan Cagar 
Budaya peringkat nasional, peringkat provinsi, 
atau peringkat kabupaten/kota, baik seluruh 
maupun bagian-bagiannya, kecuali dengan izin 
Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai 
dengan tingkatannya.  

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 
(2) diatur dalam Peraturan Pemerintah. 

 Pasal 68 ayat (1) Cagar Budaya, baik seluruh 
maupun bagianbagiannya, hanya dapat dibawa ke 
luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia 
untuk kepentingan penelitian, promosi kebudayaan, 
dan/atau pameran. (2) Setiap orang dilarang 
membawa Cagar Budaya sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), kecuali dengan izin Menteri.  
 Pasal 69 ayat: 
(1) Cagar Budaya, baik seluruh maupun 

bagianbagiannya, hanya dapat dibawa ke luar 
wilayah provinsi atau kabupaten/kota untuk 
kepentingan penelitian, promosi kebudayaan, 
dan/atau pameran.  

(2) Setiap orang dilarang membawa Cagar Budaya 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali 
dengan izin gubernur atau bupati/wali kota 
sesuai dengan kewenangannya. 

 Pasal 70. Ketentuan lebih lanjut mengenai 
pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
68 dan Pasal 69 diatur dalam Peraturan Pemerintah. 
Pasal 71. Ketentuan lebih lanjut mengenai 
Pengamanan Cagar Budaya diatur dalam Peraturan 
Pemerintah. 
 Cagar budaya sangat penting demi 
memupuk kesadaran jati diri bangsa dan 
mempertinggi harkat dan martabat bangsa, serta 
memperkuat ikatan rasa kesatuan dan persatuan 
bagi terwujudnya cita-cita bangsa di masa depan, 
sehingga perlu dilestarikan dan dilindungi untuk 
kepentingan nasional. Ada dua macam 

perlindungan yang diperlukan bagi cagar budaya, 
yang pertama adalah perlindungan terhadap 
kepunahan atau kerusakan dan yang kedua adalah 
perlindungan hukum. Perlindungan yang pertama 
memberikan upaya agar transmisi budaya dari 
generasi ke generasi berjalan mulus tanpa ada 
peninggalan-peninggalan yang hilang. Perlindungan 
yang terakhir adalah perlindungan yang akan 
mengakomodasi terhadap perlindungan yang 
pertama. Perlindungan hukum ini didasarkan pada 
aturan-aturan atau norma-norma hukum, terutama 
yang tercantum dalam peraturan perundang-
undangan. Dengan adanya peraturan perundang-
undangan akan memberikan kepastian hukum dan 
arah tindakan yang tepat tentang hal-hal apa dan 
bagaimana yang harus dilakukan dalam menangani 
dan menyelesaikan berbagai persoalan yang 
ditemui secara konkret di lapangan.24 
 Tujuan utama diterbitkannya UU Cagar 
Budaya adalah bahwa kekayaan warisan budaya 
bendawi (tangible) untuk sebesar-besarnya 
kemakmuran rakyat bersama. Hal ini menempatkan 
manusia dan masyarakat umumnya sebagai bagian 
dari subjek yang diberi peluang untuk menjadikan 
cagar budaya tetap terlindungi serta dapat 
dikembangkan dan dimanfaatkan. Upaya 
melindungi mempunyai orientasi tujuan untuk 
mensejahterakan dan mengangkat harkat dan 
martabat. Kemakmuran dan kesejahteraan yang 
dicita-citakan semakin jauh dari harapan. Hal ini 
disebabkan karena kurangnya perhatian pemerintah 
dalam menjaga peninggalan-peninggalan bersejarah 
serta kesadaran dan kepedulian masyarakat yang 
rendah. 25  Warisan budaya bendawi atau cagar 
budaya memberikan arti yang penting bagi 
pendidikan dan pembangunan. Dari segi pendidikan 
tersirat makna yang penting dari catatan-catatan 
dan ukiran mengenai masa lalu. Hal ini bukanlah 
suatu cerita dan kisah melainkan pengetahuan 
terhadap suatu norma dan identitas. Dari segi 
pembangunan tersirat arti bahwa bangunan-
bangunan yang didirikan merupakan tanda telah 
terjadinya aktifitas berkehidupan dalam agama, 
sosial, dan ekonomi.26 
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 Kehadiran hukum dalam masyarakat di 
antaranya adalah untuk mengintegrasikan suatu 
kekuasan dan mengkoordinasikan kepentingan-
kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain 
itu oleh hukum diintegrasikan sedemikian rupa 
sehingga tubrukan-tubrukan itu bisa ditekan sekecil-
kecilnya. Pengorganisasian kepentingan-
kepentingan itu dilakukan dengan mambatasi dan 
melindungi kepentingan-kepentingan tersebut. 
Memang dalam suatu lalu-lintas kepentingan, 
perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan 
tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara 
membatasi kepentingan di lain pihak.27  

Hukum bekerja dengan cara mengatur 
perbuatan seseorang atau hubungan antara orang-
orang dalam masyarakat. Untuk keperluan 
pengaturan tersebut, maka hukum menjabarkan 
pekerjaannya dalam berbagai fungsinya yaitu:28  
1. Pembuatan norma-norma, baik yang 

memberikan peruntukan maupun yang 
menentukan hubungan antara orang dengan 
orang;  

2. Penyelesaian sengketa-sengketa;  
3. Menjamin kelangsungan kehidupan masyarakat, 

yaitu dalam hal terjadi perubahan-perubahan. 
 Untuk mempelajari norma hukum, harus 
mengetahui asas-asas hukumnya. Dengan 
perkataan lain, norma hukum itu lahir tidak dengan 
sendirinya. Ia lahir dilatarbelakangi oleh dasar-dasar 
filosofi tertentu. Itulah yang dinamakan dengan asas 
hukum, semakin tinggi tingkatannya, asas hukum ini 
semakin abstrak dan umum sifatnya serta 
mempunyai jangkauan kerja yang lebih luas untuk 
menaungi norma hukumnya. Dengan demikian asas 
hukum itu merupakan dasar atau ratio legis bagi 
dibentuknya suatu norma hukum. Demikian pula 
sebaliknya norma hukum itu harus dapat 
dikembalikan kepada asas hukumnya, jangan 
sampai lahir norma hukum yang bertentangan 
dengan asas hukumnya sendiri. Norma hukum tidak 
lain adalah perwujudan dari asas hukumnya. 
 Apabila masyarakat dapat hidup damai, 
tenteram dan aman maka kehidupan mereka perlu 
diatur dengan sebaik-baiknya. Mengatur kehidupan 
masyarakat perlu kaidah-kaidah yang mengikat 
setiap anggota masyarakat agar tidak terjadi 
kejahatan dan pelanggaran terhadap ketertiban 
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umum. Dalam hal ini hukum pidana sangat besar 
artinya bagi kehidupan masyarakat, sebab hukum 
pidana adalah: hukum yang mengatur tentang 
kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan 
umum dan perbuatan tersebut diancam dengan 
pidana yang merupakan suatu penderitaan.29 
 Dasar pertimbangan diberlakukannya 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang 
Cagar Budaya, dinyatakan pada bagian 
“Menimbang”:  
a. bahwa cagar budaya merupakan kekayaan 

budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan 
perilaku kehidupan manusia yang penting artinya 
bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, 
ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam 
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan 
bernegara sehingga perlu dilestarikan dan 
dikelola secara tepat melalui upaya pelindungan, 
pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka 
memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat;  

b. bahwa untuk melestarikan cagar budaya, negara 
bertanggung jawab dalam pengaturan 
pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan 
cagar budaya;  

c. bahwa cagar budaya berupa benda, bangunan, 
struktur, situs, dan kawasan perlu dikelola oleh 
pemerintah dan pemerintah daerah dengan 
meningkatkan peran serta masyarakat untuk 
melindungi, mengembangkan, dan 
memanfaatkan cagar budaya;  

d. bahwa dengan adanya perubahan paradigma 
pelestarian cagar budaya, diperlukan 
keseimbangan aspek ideologis, akademis, 
ekologis, dan ekonomis guna meningkatkan 
kesejahteraan rakyat; 

e. bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 
tentang Benda Cagar Budaya sudah tidak sesuai 
dengan perkembangan, tuntutan, dan kebutuhan 
hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti; 

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf 
d, dan huruf e perlu membentuk Undang-
Undang tentang Cagar Budaya.30 

 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 
tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar 
Budaya, mengatur tentang Pelindungan. Pasal 57 
ayat: 

                                                           
29

 Sudarsono, Pengantar Ilmu Hukum, Cetakan Kelima, PT. 
Rineka Cipta, Jakarta,  2007, hlm. 209. 
30

 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar 
Budaya. 



 

 

(1) Pelestarian Cagar Budaya meliputi 
Pelindungan, Pengembangan, dan 
Pemanfaatan Cagar Budaya di darat dan di air.  

(2)  Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota 
bertanggung jawab dalam Pelestarian 
  Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1).  

(3) Setiap Orang dapat berperan serta melakukan 
Pelestarian Cagar Budaya sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1). 

Pasal 58 ayat: 
(1)  Pelindungan Cagar Budaya sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) bertujuan 
untuk mempertahankan keberadaannya dari 
ancaman kerusakan, kehancuran, atau 
kemusnahan yang disebabkan oleh faktor alam 
dan/atau gangguan manusia. 

(2)  Menteri, menteri/pimpinan lembaga, 
gubernur, bupati/wali kota, dan/atau Setiap 
Orang wajib melindungi Cagar Budaya yang 
dimiliki dan/atau dikuasainya.  

(3)  Setiap Orang dapat berperan serta melakukan 
Pelindungan Cagar Budaya yang bukan dimiliki 
dan/atau dikuasainya.  

(4)  Pelindungan Cagar Budaya sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) 
dilakukan secara terkoordinasi dan terintegrasi. 

 Pasal 59 Menteri yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di bidang luar negeri melalui 
Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri 
mengoordinasikan Pelindungan terhadap Benda 
Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau 
Struktur Cagar Budaya milik Pemerintah Indonesia 
atau Warga Negara Indonesia yang berada di luar 
negeri.  

Pasal 60 Pelindungan Cagar Budaya 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 berupa: 

a. Penyelamatan;  
b. Pengamanan;  
c. sistem Zonasi;  
d. Pemeliharaan; dan 
e. Pemugaran. 

 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 
tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar 
Budaya, mengatur tentang Pemeliharaan. Pasal 89 
ayat: 
(1) Setiap Orang wajib memelihara Cagar Budaya 

yang dimiliki dan/ atau dikuasainya.  
(2) Menteri, menteri/pimpinan lembaga, 

gubernur, dan bupati/wali kota bertanggung 
jawab memelihara Cagar Budaya yang dimiliki 
dan/atau dikuasainya. 

Pasal 90 ayat: 

(1) Biaya Pemeliharaan Cagar Budaya sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 89 dibebankan kepada 
pemilik dan/atau Setiap Orang yang 
menguasai.  

(2) Pemilik dan/atau Setiap Orang yang menguasai 
Cagar Budaya yang tidak mampu membiayai 
Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dapat mengajukan permohonan 
bantuan Pemeliharaan kepada Menteri, 
gubernur, danf atau bupati/wali kota, disertai 
dengan surat keterangan tidak mampu dari 
pejabat yang berwenang. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara 
pengajuan permohonan bantuan Pemeliharaan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur 
dengan Peraturan Menteri. 

Pasal 91 Pemeliharaan Cagar Budaya 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dilakukan 
dengan cara merawat Cagar Budaya untuk 
mencegah dan menanggulangi kerusakan akibat 
pengaruh alam dan/atau perbuatan manusia. 

Pasal 92 ayat: 
(1) Perawatan untuk tujuan pencegahan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 dengan 
cara pembersihan rutin setiap berkala. 
kerusakan dilakukan hari atau  

(2)  Perawatan untuk tujuan penanggulangan dari 
kerusakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
91 dilakukan dengan cara pembersihan, 
pengawetan, dan/atau perbaikan atas 
kerusakan.  

(3) Perawatan untuk tujuan penanggulangan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat 
dilakukan dengan melalui metode tradisional 
atau modern.  

(4) Perawatan untuk tujuan penanggulangan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan 
melalui tahap studi teknis perawatan, 
pelaksanaan perawatan, dan pemantauan. 

Pasal 93 ayat: 
(1) Perawatan Cagar Budaya yang berasal dari air 

harus dilakukan sejak proses pengangkatan 
sampai ke tempat penyimpanannya dengan tata 
cara khusus. 

(2) Tata cara khusus perawatan Cagar Budaya 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
melalui:  

a. desalinasi;  
b. studi teknis perawatan;  
c. pelaksanaan perawatan; dan  
d. pemantauan. 
Pasal 94 Ketentuan lebih lanjut mengenai 

Pemeliharaan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud 



 

 

dalam Pasal 89 sampai dengan Pasal 93 diatur 
dengan Peraturan Menteri. 
 
B. Pelestarian Cagar Budaya Menurut Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar 
Budaya  

 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 
Tentang Cagar Budaya. Pasal 2. Pelestarian Cagar 
Budaya berasaskan:  
a. Pancasila;  
b. Bhinneka Tunggal Ika;  
c. kenusantaraan;  
d. keadilan;  
e. ketertiban dan kepastian hukum; 
f. kemanfaatan;  
g. keberlanjutan;  
h. partisipasi; dan  
i. transparansi dan akuntabilitas. 
 Pasal 2 huruf (a) Yang dimaksud dengan 
“asas Pancasila” adalah Pelestarian Cagar Budaya 
dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Huruf 
(b) Yang dimaksud dengan “asas Bhineka Tunggal 
Ika” adalah Pelestarian Cagar Budaya senantiasa 
memperhatikan keberagaman penduduk, agama, 
suku dan golongan, kondisi khusus daerah, dan 
budaya dalam kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa, dan bernegara. Huruf (c) Yang dimaksud 
dengan “asas kenusantaraan” adalah bahwa setiap 
upaya Pelestarian Cagar Budaya harus 
memperhatikan kepentingan seluruh wilayah 
negara Indonesia.  
 Huruf (d) Yang dimaksud dengan “asas 
keadilan” adalah Pelestarian Cagar Budaya 
mencerminkan rasa keadilan dan kesetaraan secara 
proporsional bagi setiap warga negara Indonesia. 
Huruf (e) Yang dimaksud dengan “asas ketertiban 
dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap 
pengelolaan Pelestarian Cagar Budaya harus dapat 
menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui 
jaminan adanya kepastian hukum. Huruf (f) Yang 
dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah 
Pelestarian Cagar Budaya dapat dimanfaatkan untuk 
kepentingan kesejahteraan rakyat dalam aspek 
agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, 
teknologi, kebudayaan, dan pariwisata. Huruf (g) 
Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah 
upaya Pelestarian Cagar Budaya yang dilakukan 
secara terusmenerus dengan memperhatikan 
keseimbangan aspek ekologis. Huruf (h) Yang 
dimaksud dengan “asas partisipasi” adalah setiap 
anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif 
dalam Pelestarian Cagar Budaya. Huruf i Yang 
dimaksud dengan “asas transparansi dan 

akuntabilitas” adalah Pelestarian Cagar Budaya 
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat secara 
transparan dan terbuka dengan memberikan 
informasi yang benar, jujur, dan tidak 
diskriminatif.31 

Untuk mempelajari norma hukum, harus 
mengetahui asas-asas hukumnya. Dengan 
perkataan lain, norma hukum itu lahir tidak dengan 
sendirinya. Ia lahir dilatarbelakangi oleh dasar-dasar 
filosofi tertentu. Itulah yang dinamakan dengan asas 
hukum, semakin tinggi tingkatannya, asas hukum ini 
semakin abstrak dan umum sifatnya serta 
mempunyai jangkauan kerja yang lebih luas untuk 
menaungi norma hukumnya. Dengan demikian asas 
hukum itu merupakan dasar atau ratio legis bagi 
dibentuknya suatu norma hukum. Demikian pula 
sebaliknya norma hukum itu harus dapat 
dikembalikan kepada asas hukumnya, jangan 
sampai lahir norma hukum yang bertentangan 
dengan asas hukumnya sendiri. Norma hukum tidak 
lain adalah perwujudan dari asas hukumnya.32 

Kaidah hukum memberikan jiwa kepada 
norma/kaidah hukum sehingga mempunyai 
kekuatan mengikat. Asas hukum dapat dibedakan 
menjadi asas hukum konstitusi dan asas hukum 
regulatif. Asas hukum konstitusi merupakan asas 
yang harus ada dalam kehidupan suatu sistem 
hukum, sedangkan asas hukum regulatif diperlukan 
untuk beroperasinya sistem hukum tersebut. 
Pembentukan norma/kaedah hukum yang tidak 
sesuai dengan asas hukum konstitusi akan 
menghasilkan norma-norma yang secara materil 
bukan merupakan kaidah hukum. Sedangkan jika 
asas hukum regulatif tidak diperhatikan, maka akan 
menghasilkan kaidah hukum yang tidak adil.  

Dengan demikian dapat dikemukakan 
beberapa fungsi dari asas hukum adalah: 
1. Menjamin pelaksana kaidah hukum sesuai 

dengan tujuan hukum itu, misalnya asas nullium 
delictum untuk menjamin kepastian dan 
mencegah sewenag-wenang. 

2. Menjamin keluwesan kaedah hukum dalam 
suatu peristiwa konkret, misalnya asas jual-beli 
tidak memutuskan hubunggan sewa-menyewa. 

3. Sebagai instrumen untuk mengarahkan kaidah 
hukum, misalnya asas praduga tidak bersalah.33 
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 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 
Tentang Cagar Budaya. Pasal 3. Pelestarian Cagar 
Budaya bertujuan:  
a. melestarikan warisan budaya bangsa dan 

warisan umat manusia;  
b. meningkatkan harkat dan martabat bangsa 

melalui Cagar Budaya;  
c. memperkuat kepribadian bangsa;  
d. meningkatkan kesejahteraan rakyat; dan  
e. mempromosikan warisan budaya bangsa kepada 

masyarakat internasional. 
 Pasal 4. Lingkup Pelestarian Cagar Budaya 
meliputi Pelindungan, Pengembangan, dan 
Pemanfaatan Cagar Budaya di darat dan di air. 
Penjelasan Pasal 4 Yang dimaksud dengan “di air” 
adalah laut, sungai, danau, waduk, sumur, dan 
rawa. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 
Tentang Cagar Budaya. Pasal 53 ayat: 
(1) Pelestarian Cagar Budaya dilakukan 

berdasarkan hasil studi kelayakan yang dapat 
dipertanggungjawabkan secara akademis, 
teknis, dan administratif.  

(2) Kegiatan Pelestarian Cagar Budaya harus 
dilaksanakan atau dikoordinasikan oleh Tenaga 
Ahli Pelestarian dengan memperhatikan etika 
pelestarian.  

(3) Tata cara Pelestarian Cagar Budaya harus 
mempertimbangkan kemungkinan dilakukannya 
pengembalian kondisi awal seperti sebelum 
kegiatan pelestarian.  

(4) Pelestarian Cagar Budaya harus didukung oleh 
kegiatan pendokumentasian sebelum dilakukan 
kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya 
perubahan keasliannya. 

 Penjelasan Pasal 53 ayat (4) Yang dimaksud 
dengan “kegiatan pendokumentasian” adalah 
pendataan, antara lain uraian teks, grafis, audio, 
video, foto, film, dan gambar.  
 Pasal 54. Setiap orang berhak memperoleh 
dukungan teknis dan/atau kepakaran dari 
Pemerintah atau Pemerintah Daerah atas upaya 
Pelestarian Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau 
yang dikuasai. Pasal 55. Setiap orang dilarang 
dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, 
atau menggagalkan upaya Pelestarian Cagar 
Budaya. 
 Pelestarian Cagar Budaya pada masa yang 
akan datang menyesuaikan dengan paradigma baru 
yang berorientasi pada pengelolaan kawasan, peran 
serta masyarakat, desentralisasi pemerintahan, 
perkembangan, serta tuntutan dan kebutuhan 
hukum dalam masyarakat. Paradigma baru tersebut 
mendorong dilakukannya penyusunan Undang 

Undang yang tidak sekadar mengatur pelestarian 
Benda Cagar Budaya, tetapi juga berbagai aspek lain 
secara keseluruhan berhubungan dengan tinggalan 
budaya masa lalu, seperti bangunan dan struktur, 
situs dan kawasan, serta lanskap budaya yang pada 
regulasi sebelumnya tidak secara jelas dimunculkan. 
Di samping itu, nama Cagar Budaya juga 
mengandung pengertian mendasar sebagai 
pelindungan warisan hasil budaya masa lalu yang 
merupakan penyesuaian terhadap pandangan baru 
di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk 
memberikan kewenangan kepada Pemerintah dan 
partisipasi masyarakat dalam mengelola Cagar 
Budaya, dibutuhkan sistem manajerial perencanaan, 
pelaksanaan, dan evaluasi yang baik berkaitan 
dengan pelindungan, pengembangan, dan 
pemanfaatan Cagar Budaya sebagai sumber daya 
budaya bagi kepentingan yang luas.34 
 Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang 
Benda Cagar Budaya. Perlindungan benda cagar 
budaya sebagai salah satu upaya bagi pelestarian 
warisan budaya bangsa, merupakan ikhtiar untuk 
memupuk kebanggaan nasional dan memperkokoh 
jatidiri bangsa. Upaya pelestarian benda cagar 
budaya tersebut, sangat besar artinya bagi 
kepentingan pembinaan dan pengembangan 
sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan, serta 
pemanfaatan lainnya dalam rangka memajukan 
kebudayaan bangsa demi kepentingan nasional.  
 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 
tentang Benda Cagar Budaya telah memberikan 
arah pengaturan bagi penguasaan, pemilikan, 
penemuan, pencarian, perlindungan, pemeliharaan, 
pengelolaan, pemanfaatan, dan pengawasan benda 
cagar budaya. Selain hal di atas, di dalam beberapa 
pasal Undang-undang tersebut secara tegas juga 
telah mengamanatkan masalah-masalah yang 
pelaksanaan pengaturannya diatur lebih lanjut 
dengan Peraturan Pemerintah. Beranjak dari 
amanat tersebut, Peraturan Pemerintah ini disusun 
untuk memberi penjabaran, kejelasan, dan 
pedoman mengenai pengaturan: penguasaan, 
pemilikan, pendaftaran, pengalihan, penemuan, 
pencarian, perlindungan, pemeliharaan, 
pemanfaatan, pembinaan, dan pengawasan serta 
hal-hal lain yang berkenaan dengan upaya 
pelestarian benda cagar budaya. Meskipun 
beberapa ketentuan dalam Undang-undang 

                                                           
34

 Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 
Tentang Cagar Budaya. 



 

 

tersebut mengamanatkan bahwa setiap masalah di 
atas perlu diatur dengan Peraturan Pemerintah, 
namun guna pengaturan yang bersifat tuntas serta 
menyeluruh, maka terhadap masalah-masalah lain 
yang saling berkaitan perlu pula diatur dalam 
Peraturan Pemerintah ini. Untuk pengaturan 
perlindungan dan pelestarian benda cagar budaya, 
baik mengenai penguasaan, pemilikan, pendaftaran, 
pengalihan, penemuan, pencarian, pemeliharaan 
maupun pemanfaatan benda cagar budaya dalam 
Peraturan Pemerintah ini senantiasa tetap 
memperhatikan hak dan kewajiban serta 
kepentingan pemilik ataupun masyarakat.35 
 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 
Tentang Cagar Budaya, mengatur pemberlakuan 
sanksi pidana berkaitan dengan upaya pelestarian 
cagar budaya. Pasal 101. Setiap orang yang tanpa 
izin mengalihkan kepemilikan Cagar Budaya 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) 
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 
(tiga) bulan dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau 
denda paling sedikit Rp400.000.000,00 (empat ratus 
juta rupiah) dan paling banyak Rp1.500.000.000,00 
(satu miliar lima ratus juta rupiah). 
 Izin ialah suatu persetujuan dari penguasa 
berdasarkan undang-undang atau peraturan 
pemerintah untuk dalam keadaan-keadaan tertentu 
menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan 
peraturan perundang-undangan. Dengan memberi 
izin, penguasa memperkenankan orang yang 
memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan 
tertentu yang sebenarnya dilarang. Ini menyangkut 
perkenan bagi suatu tindakan yang demi 
kepentingan umum mengharuskan pengawasan 
khusus atasnya.Ini adalah paparan luas, dari 
pengertian izin.36 

Sedangkan izin dalam arti sempit yakni 
pengikatan-pengikatan pada suatu peraturan izin 
pada umumnya didasarkan pada keinginan 
pembuat undang-undang untuk mencapai suatu 
tatanan tertentu atau untuk menghalangi keadaan-
keadaan yang buruk.Hal yang pokok pada izin 
(dalam arti sempit) ialah bahwa suatu tindakan 
dilarang, terkecuali diperkenankan dengan tujuan 
agar dalam ketentuan-ketentuan yang disangkutkan 
dengan perkenan dapat dengan teliti diberikan 
batas-batas tertentu bagi tiap kasus. Jadi 
persoalannya bukanlah untuk hanya memberi 
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perkenan dalam keadaan-keadaan yang sangat 
khusus, tetapi agar tindakan-tindakan yang 
diperkenankan dilakukan dengan cara tertentu 
(dicantumkan dalam ketentuan-ketentuan).37 

Izin (Vergunning) adalah suatu persetujuan 
dari penguasa berdasarkan undang-undang atau 
peraturan pemerintah untuk dalam keadaan 
tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan 
larangan peraturan perundang-undangan. Izin dapat 
juga diartikan sebagai dispensasi atau 
pelepasan/pembebasan dari suatu larangan.38 

Perizinan adalah salah satu bentuk 
pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat 
pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah 
terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh 
masyarakat. Dengan memberikan izin, penguasa 
memperkenankan orang yang memohonnya untuk 
melakukan tindakan-tindakan tertentu yang 
sebenarnya dilarang demi memperhatikan 
kepentingan umum yang mengharuskan adanya 
pengawasan. Hal pokok pada izin, bahwa sesuatu 
tindakan dilarang kecuali diperkenankan dengan 
tujuan agar dalam ketentuan-ketentuan yang 
bersangkutan dilakukan dengan cara-cara 
tertentu.39 
 Beberapa pendapat para sarjana tentang 
pengertian izin, antara lain yaitu:  
1. Prajudi Atmosudirdjo dalam buku Philipus M. 

Hadjon mengartikan izin ialah beranjak dari 
ketentuan yang pada dasarnya tidak melarang 
suatu perbuatan tetapi untuk dapat 
melakukannya disyaratkan prosedur tertentu 
harus dilalui.40 

2. W.F Prins mendefinisikan izin yaitu biasanya yang 
menjadi persoalan bukan perbuatan yang 
berbahaya bagi umum, yang pada dasarnya 
harus dilarang, melainkan bermacam-macam 
usaha yang pada hakekatnya tidak berbahaya, 
tapi berhubung dengan satu dan lain sebab 
dianggap baik untuk diawasi oleh administrasi 
Negara.41 

3. N.M. Spelt dan J.B.J.M ten Berge membagi 
pengertian izin dalam arti luas dan sempit, yaitu 
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izin merupakan salah satu instrumen yang paling 
banyak digunakan dalam hukum administrasi. 
Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana 
yuridis untuk mengemudikan tingkah laku para 
warga.  

Dalam Hukum Administrasi, izin merupakan 
instrumen yuridis yang digunakan oleh pemerintah 
untuk mempengaruhi para warga agar mau 
mengikuti cara yang dianjurkan guna mencapai 
suatu tujuan konkrit. Sebagai suatu instrumen 
hukum, izin berfungsi sebagai ujung tombak atau 
alat yang bertujuan untuk mengarahkan, 
mengendalikan, merekayasa, dan merancang 
masyarakat adil makmur. Melalui izin dapat 
diketahui bagaimana gambaran masyarakat adil 
makmur itu terwujud, yang berarti persyaratan-
persyaratan yang terkandung dalam izin merupakan 
pengendali dalam memfungsikan izin itu sendiri.42 
 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 
Tentang Cagar Budaya, Pasal 102. Setiap orang yang 
dengan sengaja tidak melaporkan temuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) 
tahun dan/atau denda paling banyak 
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).  
 Pasal 103. Setiap orang yang tanpa izin 
Pemerintah atau Pemerintah Daerah melakukan 
pencarian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 26 ayat (4) dipidana dengan pidana 
penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 
10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling sedikit 
Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) 
dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar 
rupiah). 
 Pasal 104. Setiap orang yang dengan 
sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau 
menggagalkan upaya Pelestarian Cagar Budaya 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun 
dan/atau denda paling sedikit Rp10.000.000,00 
(sepuluh juta rupiah) dan paling banyak 
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Pasal 
105. Setiap orang yang dengan sengaja merusak 
Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
66 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling 
singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 15 (lima 
belas) tahun dan/atau denda paling sedikit 
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan 
paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar 
rupiah). 
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 Pasal 106 ayat (1) Setiap orang yang 
mencuri Cagar Budaya sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 66 ayat (2), dipidana dengan pidana 
penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling 
lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling 
sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta 
rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua 
miliar lima ratus juta rupiah).  
 Ayat (2) Setiap orang yang menadah hasil 
pencurian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara 
paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 
(lima belas) tahun dan/atau denda paling sedikit 
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling 
banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar 
rupiah). 
 Hukum pidana adalah hukum yang 
mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan 
terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan 
kejahatan tersebut diancam dengan hukuman yang 
merupakan penderitaan atau siksaan bagi yang 
bersangkutan.43  

Kejahatan adalah perbuatan pidana yang 
berat. Ancaman hukumannya dapat berupa 
hukuman denda, hukuman penjara, hukuman mati 
dan kadangkala masih ditambah dengan hukuman 
penyitaan barang-barang tertentu, pencabutan hak-
hak tertentu serta pengumuman keputusan 
hakim. 44   Perbuatan pidana menunjuk pada 
perbuatan baik secara aktif maupun secara pasif, 
sedangkan apakah pelaku ketika melakukan 
perbuatan pidana patut dicela atau memiliki 
kesalahan, bukan merupakan wilayah perbuatan 
pidana, tetapi sudah masuk pada 
pertanggungjawaban pidana.45 Tindak pidana; delik, 
delict; delikt; offence: perbuatan yang dilarang dan 
diancam dengan pidana oleh undang-undang. 46 
Perkara pidana, strafzaak, yaitu: delik yang 
merupakan objek pemeriksaan peradilan pidana.47 

Kata delik berasal dari bahasa latin, yakni 
delictum. Dalam bahasa Jerman disebut delict, 
dalam bahasa Perancis disebut delit dan dalam 
bahasa Belanda disebut delict. Dalam Kamus Besar 
Bahasa Indonesia, arti delik diberi batasan sebagai 
berikut: “perbuatan yang dapat dikenakan hukuman 
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karena merupakan pelanggaran terhadap undang-
undang tindak pidana”. 48  Sanksi, sanctie, yaitu: 
akibat hukum bagi pelanggar ketentuan undang-
undang. Ada sanksi adminsitratif, ada sanksi 
perdata dan ada sanksi pidana.49  

Tujuan hukum pidana ada dua macam, 
yaitu: 
1. Untuk menakut-nakuti setiap orang agar tidak 

melakukan perbuatan pidana (fungsi 
preventif/pencegahan); 

2. Untuk mendidik orang yang telah melakukan 
perbuatan pidana agar menjadi orang yang baik 
dan dapat diterima kembali dalam masyarakat 
(fungsi represif) kekerasan. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa tujuan 
hukum pidana adalah untuk melindungi masyarakat. 
Apabila seseorang takut untuk melakukan 
perbuatan tidak baik, karena takut dihukum, semua 
orang dalam masyarakat akan tenteram dan aman. 
Hukum pidana merupakan bagian dari hukum 
publik.50  

Perbedaan antara sanksi administrasi dan 
sanksi pidana dapat dilihat dari tujuan pengenaan 
sanksi itu sendiri. Sanksi administrasi ditujukan 
kepada perbuatan pelanggarannya sedangkan 
sanksi pidana ditujukan kepada si pelanggar dengan 
memberi hukuman berupa nestapa. Sanksi 
administrasi dimaksudkan agar perbuatan 
pelanggaran itu dihentikan. Sifat sanksi adalah 
“reparatoir” artinya memulihkan pada keadaan 
semula. Di samping itu perbedaan antara sanksi 
pidana dan sanksi administrasi ialah tindakan 
penegakan hukumnya. Sanksi administrasi 
diterapkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara tanpa 
harus melalui prosedur peradilan sedangkan sanksi 
pidana hanya dapat dijatuhkan oleh hakim pidana 
melalui proses peradilan.51 Penerapan sanksi pidana 
merupakan upaya terakhir (ultimum remedium) 
ketika instrumen hukum perdata atau hukum 
administrasi sudah tidak dapat dilaksanakan dengan 
baik.52  
 Hukum sebagai norma mempunyai ciri 
kekhususan, yaitu hendak melindungi, mengatur 
dan memberikan keseimbangan dalam menjaga 
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kepentingan umum. Pelanggaran ketentuan hukum 
dalam arti merugikan, melalaikan atau mengganggu 
keseimbangan kepentingan umum dapat 
menimbulkan rekasi dari masyarakat. Reaksi yang 
diberikan berupa pengembalian ketidakseimbangan 
yang dilakukan dengan mengambil tindakan 
terhadap pelanggarnya. Pengembalian 
ketidakseimbangan bagi suatu kelompok sosial yang 
teratur dilakukan oleh petugas yang berwenang 
dengan memberikan hukuman.53 
 Untuk menjaga agar peraturan-peraturan 
itu dapat berlangsung terus-menerus dan diterima 
oleh seluruh anggota masyarakat, aturan hukum 
yang ada harus sesuai dan tidak boleh bertentangan 
dengan rasa keadilan masyarakat. Dengan 
demikian, hukum bertujuan untuk menjamin 
adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan 
harus bersendikan pada keadilan yaitu rasa keadilan 
masyarakat.54  
 Norma hukum adalah peraturan hidup yang 
bersifat memaksa dan mempunyai sanksi yang 
tegas. Peraturan yang timbul dari norma hukum 
dibuat oleh penguasa negara. Isinya mengikat setiap 
orang dan pelaksanaannya dapat dipertahankan 
dengan segala paksaan oleh alat-alat negara. 
Keistimewaan norma hukum itu justeru terletak 
pada sifatnya yang memaksa dengan sanksinya yang 
berupa ancaman hukuman. Alat kekuasaan negara 
yang berusaha agar peraturan hukum ditaati dan 
dilaksanakan. Setiap norma paling tidak mempunyai 
beberapa unsur, yaitu: 

1. Sumber, yaitu dari mana asal norma itu; 

2. Sifat, yaitu syarat-syarat kapan norma itu 
berlaku; 

3. Tujuan, yaitu untuk apakah norma itu dibuat; 

4. Sanksi, yaitu reaksi (alat pemaksa) apakah yang 
akan dikenakan kepada orang yang melanggar 
atau tidak mematuhi norma itu.55 

 Hukum pada hakikatnya adalah 
perlindungan kepentingan manusia, yang 
merupakan pedoman tentang bagaimana 
sepatutnya orang harus bertindak. Akan tetapi 
hukum tidak sekedar merupakan pedoman belaka, 
perhiasan atau dekorasi. Hukum harus diataati, 
dilaksanakan, dipertahankan dan ditegakkan, 
karena itu ada sebagian orang yang mengatakan 
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bahwa hukum tidak dapat lagi disebut hukum 
apabila tidak dilaksanakan.56 
 Norma hukum tidak bertentangan dengan 
rasa keadilan masyarakat dan martabat manusia. 
Norma hukum justru memungkinkan manusia 
mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan, seperti 
kerukunan atau kebersamaan, solidaritas, 
kebabasan, perdamaian dan kasih sayang. Dengan 
demikian hukum yang baik harus tepat (secara 
format) dan pasti serta adil (secara materiil) 
sehingga bisa meweujudkan rasa keadilan, 
harmoni dan kebaikan umum yang menjadi tujuan 
hukum itu sendiri. Hukum yang baik adalah hukum 
yang benar dan adil sehingga memiliki keabsahan 
dalam mengikat mewajibkan dan dapat dipaksakan 
untuk dijalankan.57 

Hukum yang baik mengondisikan 
pembuatan dan pelaksanaan aturan hukum sesuai 
dengan martabat manusia. Dengan mematuhi 
hukum yang baik, kebebasan seseorang tidak hilang 
dan karenanya martabatnya sebagai manusia pun 
tidak direndahkan, bahkan dengan menaati hukum 
yang baik, ia justru mewujudkan keluhuran 
martabatnya karena ia menyadari dan memahami 
apa yang ditaatinya. Dalam kepatuhan itu, ia bebas 
untuk memilih untuk menaati hukum demi 
pengaktualisasian martabatnya sebagai manusia 
dalam interaksi sosial dengan orang lain.58  

Pengaturan yang dibentuk oleh penguasa 
negara menimbulkan norma hukum. Kaidah 
tersebut berupa peraturan-peraturan dalam segala 
bentuk dan jenisnya. Di dalam kehidupan sehari-
hari terbukti bahwa norma hukum mengikat setiap 
orang. Pelaksanaan norma hukum mengikat setiap 
orang. Pelaksanaan norma hukum dapat dipaksakan 
dan dipertahankan oleh negara. Dipertahankan dan 
dipaksakannya norma hukum oleh negara 
merupakan salah satu keistimewaan norma hukum 
dengan ancaman pidana (bagi hukum pidana), 
hukuman (bagi hukum perdata dan atau hukum 
dagang). Upaya mewujudkan pertahanan dan 
paksaan tersebut tidak mungkin dapat berjalan 
dengan sendirinya akan tetapi hal itu harus 
dilaksanakan oleh alat-alat kekuasaan negara. 
Pelaksanaan tersebut bukan berarti tindakan 
sewenang-wenang akan tetapi merupakan upaya 
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agar peraturan tersebut ditaati dan terlaksana 
dengan sebaik-baiknya.59 

Sebagai suatu sistem masyarakat, sistem 
peradilan pidana bertujuan untuk: (a) mencegah 
masyarakat menjadi korban kejahatan; (b) 
menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi 
sehingga masyarakat puas, bahwa keadilan telah 
ditegakkan dan yang bersalah di pidana; (c) 
mengusahakan agar mereka yang pernah 
melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi 
kejahatannya.60  
 Bila mengacu kepada tujuan sistem 
peradilan pidana itu, bisa diartikan sebagai usaha 
mencegah dan menanggulangi kejahatan. Di sini 
pelaku dijatuhi pidana dan direhabilitasi serta 
dilindunginya korban dan masyarakat. Adapun 
subsistem yang bekerja sama di dalam sistem 
peradilan pidana adalah: Kepolisian, Kejaksaan, 
Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Dari 
keempat instansi ini yang sangat berkaitan dengan 
proses dijatuhkannya pidana penjara adalah 
kepolisian sebagai penyidik, jaksa penuntut umum 
dan hakim. Ketiga sub sistem ini selalu identik 
dengan penegak hukum dalam arti bahwa ketiga 
instansi ini yang menentukan seseorang itu dijatuhi 
hukuman atau tidak, utamanya hakim.61 
 Sistem peradilan pidana itu sendiri diartikan 
sebagai suatu sistem dalam suatu masyarakat untuk 
menanggulangi kejahatan. Menanggulangi di sini 
berarti usaha untuk mengendalikan kejahatan agar 
berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. 
Sistem ini dianggap berhasil apabila sebagian besar 
dari laporan maupun keluhan masyarakat yang 
menjadi korban kejahatan dapat “diselesaikan” 
dengan diajukannya pelaku kejahatan ke sidang 
pengadilan dan diputus bersalah serta mendapat 
pidana.62 

Penegakan hukum dijalankan untuk 
menjaga, mengawal dan menghantar hukum agar 
tetap tegak searah dengan tujuan hukum dan tidak 
dilanggar oleh siapapun. Kegiatan penegakan 
hukum merupakan tindakan penerapan hukum 
terhadap setiap orang yang perbuatannya 
menyimpang dan bertentangan dengan norma 
hukum, artinya hukum diberlakukan bagi siapa saja 
dan pemberlakuannya sesuai dengan mekanisme 
dan cara dalam sistem penegakan hukum yang telah 
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ada.63 Dengan kata lain penegakan hukum sebagai 
suatu kegiatan untuk menjaga dan mengawal 
hukum agar tetap tegak sebagai suatu norma yang 
mengatur kehidupan manusia demi terwujudnya 
ketertiban, kemanan dan ketentraman masyarakat 
dalam menjalankan kehidupannya.64 
 Di dalam proses penegakan hukum, negara 
menjadi pihak yang bertanggungjawab terhadap 
komitmen bersama sebagai negara berdasar atas 
hukum, karena itu negara bertanggungjawab atas 
ketertiban, keamanan dan ketentraman 
warganegaranya yang merupakan tugas dan 
wewenang awal dan tradisional dari pemerintah 
atau negara yang kemudian didelegasikan kepada 
lembaga-lembaga hukum.65 

Apabila masyarakat dapat hidup damai, 
tenteram dan aman maka kehidupan mereka perlu 
diatur dengan sebaik-baiknya. Mengatur kehidupan 
masyarakat perlu kaidah-kaidah yang mengikat 
setiap anggota masyarakat agar tidak terjadi 
kejahatan dan pelanggaran terhadap ketertiban 
umum. Dalam hal ini hukum pidana sangat besar 
artinya bagi kehidupan masyarakat, sebab hukum 
pidana adalah: hukum yang mengatur tentang 
kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan 
umum dan perbuatan tersebut diancam dengan 
pidana yang merupakan suatu penderitaan.66 

Perlindungan hukum dan pelestarian cagar 
budaya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 
11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya untuk 
memberikan kepastian hukum adanya upaya 
perlindungan hukum terhadap cagar budaya 
merupakan kekayaan budaya bangsa dan sebagai 
wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia 
yang penting artinya bagi pemahaman dan 
pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan 
kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa, dan bernegara sehingga perlu dilindungi 
dan dilestarikan. 

 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
1. Faktor-faktor penyebab terjadinya kerusakan 

dan kemusnahan benda cagar budaya adalah 
faktor alam dan faktor manusia. Faktor alam 
yaitu pelapukan. Faktor manusia yaitu berupa 
goresan benda tajam dan corat-coret, tidak 
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terurus karena ditinggal pemiliknya, pemugaran 
tanpa izin pemerintah, penjualan cagar budaya 
tanpa izin pemerintah, dan pembongkaran cagar 
budaya dijadikan bangunan baru. 

2. Kendala-kendala dalam perlindungan cagar 
budaya adalah masih adanya benda/bangunan 
yang belum mendapatkan penetapan hukum 
sebagai cagar budaya, faktor ekonomi dari 
pemilik benda cagar budaya, peraturan yang 
kurang memadai, dan berjejalnya pemukiman 
penduduk. 

3. Perlindungan hukum terhadap benda cagar 
budaya masih lemah. Belum semua cagar 
budaya ada penetapan hukumnya. Produk-
produk penetapan cagar budaya yang 
dikeluarkan oleh Pemerintah mempunyai 
kelemahan-kelemahan sehingga rentan untuk 
disimpangi.  
 

B. Saran 
1. Perlindungan hukum cagar budaya perlu 

melibatkan masyarakat agar dapat berperan 
serta melakukan perlindungan cagar budaya agar 
pemanfaatannya dapat digunakan bagi 
kepentingan sosial, pendidikan, pengembangan 
ilmu pengetahuan, agama, kebudayaan, 
dan/atau pariwisata. Pengamanan cagar budaya 
dapat dilakukan dengan cara memberi 
pelindung, menyimpan, dan/atau 
menempatkannya pada tempat yang terhindar 
dari gangguan alam dan manusia. 

2. Hak pelestarian cagar budaya perlu diberikan 
kepada setiap orang dengan memperoleh 
dukungan teknis dan/atau kepakaran dari 
pemerintah atau pemerintah daerah atas upaya 
pelestarian cagar budaya yang dimiliki dan/atau 
yang dikuasai. Setiap orang perlu menaati 
larangan untuk tidak melakukan berupa 
perbuatan dengan sengaja mencegah, 
menghalang-halangi, atau menggagalkan upaya 
pelestarian cagar budaya. 
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